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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI SITUBOND(,

behwn gmma melakeanakan keteniusn Pasal 218 Pestman Deersh
Kebupaten Situbomdo Nomor 13 Talwm 2008 femtang Pokok-Pokok
KWMMHWWPWIM

Undang-Undmng Neomor 12 Tabun 1950 tentang Pembesiukan
Drerah-daerab Kebupaten dalam Lingkvmgan Propinsi Jawa Timur
{Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negamm Republik indonesia Nomor 9 dan
Berxita Negara Republik [ndonesia Talwn 1950 Nomor 41);

Undang-Undang Notoor 28 Telm 1999 tentang  Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebes dari Korupsi, Kolus dan Nepotisne
{Lemberan Negara Republk Indonesia Tahun 1999 Nemor 75,
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

- Undeng-Undeng Nomor 17 Tahum 2003 temtang Keuangam

Negarm  (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2003 Momor
47, Tambehen Lembaran Nogars. Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-{ndemg Momer | Tahum 2004 tentang Perbendahsrnan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor
3, Tambehen Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4355);
Undang-Undeng Nomor 10 Taben 2004 tentemg Pembendukan Persturan
Perundang-undangan (Lembarsn Negars Republik Indovesia Tabup
2004 Nomor 53, Tambehan Lembaran Negau Republic Indonesia
Noanor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tenimng Pemerikosan
Pengelolaan dan Temggung Jawab Keuangan MNegara (Lembaran
Megara Republik Indonegia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahsn
Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 temteng Peraerintahan Daerah
{Lembaran Megara RFepublk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambshan Lembaran Megara Republik Indoncsia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomotr 12 Tahun
2008 temang Perubalim Kedua Atas Undang-tUndang Nomor 32 Talam
2004 tetang Poneintshem Dacsh {(Lembaren Negarm Repoblik
Indomesia Tamm 2008 Nomor 59, Tambshan [embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Reoangan antara Pemerimiahan Posat dengan Pemeriniah Doersh
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peheam Pemwrintsh Nomor 28 Talum 1972 temang Perubhahan
Mamz dan Tempat Kedwhikan Pemerimtah Daerah Penaruken
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1972 Nomor 38);

10. Persuran Pemerintak Nomor 23 Tainm 2005 tenteng Perpelolasn
Kewangan Badan Layansn Umurn (Lembaran Negara Republik
Indomesia Talmm 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indome-sia Nomor 4502,

il Perstumy  Pemierintah Nomor 24 Tahun 2005 tentanp Slander
Akinisnsi Pemerinishan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talom
2005 Nomor 49, Tambehan Lembermn Negam Eeopublis Indoncsia
Momor 4503 );

12. Peratran Pemerintah Nonxwr 54 Tabun 205 tendeng Pmjamen Dacrah

{Lembarsn Megara Republik Indonesin  Talun 2005 Nemor 136,
Tambabwn Lemnbersn Negara Republik Indonesis Nomaor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Talam 2003 tentang Dane Perimbangan
(Lembaran  Negara Republik Indooesis Talnm 2005 Nomeor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4575

14. Perahwran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahum 2005 Momor 138,
Tambahan Lembersn Negama Republik Inclonesia Nomor 4576},

15. Peratiwan Perneninkah Nomor 57 Talmn X005 tentang Dans Perimbamigzn
{Leabaran Megars Republitk  Indonesin  Talwm 2005 Nomoee 139,
Tambahan L.ambaran Megara Republik Indomesia Momor 4577);

16. Peraturen Pemerintah Nomor 58 Talun 2005 wntsng Pengelolesn
Keuangan Daerah {Lembarzn Negam Republik Indonesia Tahan 2005
Nomor 140, Tambaban Lembamn Nepara Republic  Indonesia
MHomar 4578y

17. Persinran  Pemerimtah Nomor 65 Tabun 2005 tentang Pedoman
Penpelolaan Kevangan Dacrah (Lembaran MNegara  Republik
Indonesia Talm 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Megara
Bepublik Indonesia MNomor 4335);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahum 2005 tentang Pedomman
Pembrinean dan Pengawasan Penmyelengparaan Pemerintah Dacrah
{Lembaran Negara Republik Indoncsia Tabun 2005 Nomor 165,
Tambahan [ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

19. Peraturan  Pomerinteh Nomor 8 Tahmn 2006 tentmg Pelaporan
Keuangan dan Kincja Instansi Pemerimigh (Lembaran Negara
Hepublik Indonesin Tehan 2006 Nonsor 25, Tambalen [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46147,



Memperhatikan

Menetapkan

0. Peraruran  Pemevintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah kepada DPRD dan Informasi
Laporan Penyelengpgaraon Pemerintash Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4691);

21. Peraturan Pemerintabh Nomor 38 Tahun 2007 tenting Pembegian
urusan Pemerintyah Antare Pemerintah, Pemerintah dacrah Propinsi
dan Pemerintah Daecrah Kabupaten Kota {Lembaran MNegara
Hepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor B2, Tambshan Lembarsn
Nepam Republik Indonesia Nomor 4737);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tabun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indongsia Tahun
2007 Nomor §2, Tamhahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

23, Peduran  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talun 2006 tentang
Pedoman Pengelolsan Keusngsn Daersh sehegaimana telah diubsh
dettgan Peraturan Wenteri Dalan Negeri Nomar 59 Tahun 2007
tentang Perubehan atas Pemluren Merteri Delam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 textang Pedoman Pengelolaan Kevangan Daerah ;

24. Peraturan Dasrah Kabupaten Stiuvbondo MNomor 2 Talum 2008
tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

25, Peraturan Deerah Kabupaien Situbondo Momor 13 Tabun 2008

wentang Pokok-Pokok Pengelolsan Keusngar Daerah (Lembaran
Daerah Kampaten Sitsbonde Tahwm 2008 Nomor 13).

Surat Edaran Dirckiorst Jenderal Bine Administrasi Kensngan Dacrah
Nomor : SE900SIBAKD tentang Pedoman Sisiem dan Prozedur
Penatmuasehasn dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggunpjawaban
Keuangzm Dacxah,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KARUPATEN
SITIBONDO.

Praal |

Pedoman Penynssen  laporsn  Keuangan Pemerintah  Kabupaten

Stiubondo terdiri dari 5 (lima) Baly ysng masing-masing Bab mengaiur

icotang:

BAB I : Uambaran Umwm Penyusonan Laporen  Keuangan
Pemerintah Kabupaien Situbondo,

BAB il :  Dolknmen-Dokumen dan Bukp-Bulm yang digimakan
dalam Penyusunan dan Pelaporan Eaporan Kevangan
Pemerintah Kabupaien Situbondo,

BAR I * Proses Pencatatyn dmn Pelaporan Keusngan di SKPD
Pamerintah Kabupaten Situbondo,

BABIV  : Proses Pencataman dan Felaporan Keuangan di SKPD
Pernerintah Kabupaten Sitwbondo.

BABV : Proses Konsolidasi Eaporan-Laporan Kevangsn SKPD
dan SEPKD, dan Pelaporan Keuangan Pemerimah

EKabupaten Situbondo.,



Pusal 2

Pedoman Penyusunan japorsn Keuangan sebagainama dimedsod dalmm
Pazal 1 sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagion
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ind.

Pgsal 3
Peraturan Bupati ini nmudai bertalou pada tanggnl diundangken.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahken pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya delam Berita Daerah

Kahupaten Situbondo,
Ditetapkan di Situbondo
pedatanggal 1  NCV 2013
BUPATI SITUBONDOD,
[
Divndangkan di Situbondo
radatanggal 1 0 NIY 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Pembina Jiams Muda
NIP. 19570104 193303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 751
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Nemer, Tahun 2010

GAMBARAN UMUM
IRNININ PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

1.1 Fesuizhnluan

Sikivs pengeiolaan kepangan daerah mengikuti sikdus dalam  sistem
pengendalian untuk entitas pemerintah. Siklus pengelolsan keuangan decrah dapat
dibagi ke delam 35 tshapan. Hubungan kelime (shapan fersebadt dapat
digambarkan sebagai berikut:

E ¥ PERENCANAAN
SASARAN
Revisi Sasaran'Tujuan 1
' PEREMCAMNAAN
-
Pevubaien
: |
PELAPORAN, ANALISIS, |-
DAN FEEDBACK '\::--------"“"""-r PEHGANGGIE!I]
Revisi Anggarm
Tindakan/Action u“ l
3
PENGENDALIAN &
PENGUKURAN o

Tahap pertama dari siklus tersehut adalah perencansan fandememal yang
menjadi tanggung jawad legislatif dan eksekutif dan dituangkan dalam dokumen
Rencana Pembangunan fangka Panjang Daerah {RPIPDY). Selanjumys disusun
peroncansan  jangks ooemengah yang ditvangken Jdalom dokumen Remcana
Pembangunsn Jangia Menengsh Dacsh (RPIMDY). Tahep kedua, merupakan

Pedoman Peryusonan Lapomn Keuangan 1



4.3 | Basis pengukuram yang mendasari peryusunan kaporan
keuangan

4.4 | Pencrapan kebijakan alountansi berkaitan dengan ketentusn
dakam Standar Akeriansi Pemcrintaban

Bab ¥ | Penjelasan Peos-pes Laporas Keunngan

5.1 | Rincian dari penjedasan masing-masing pos-pos pelaporan
kevangan

5.1.1 | Periapaten

5.12 [ Belanja

513 | Aset

5.14 | Kewajiban

5.1.5 | Ekuitas Dana

5.2 | Pengunghapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbu!
seflubungan dengan pencrapan trsis aknml atas pendapatan
dan belanya dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kns,
unik emtitas ekuntimsi/entitas pelaporm yang menggunalom
basis akrual

Bab VI | Penjelasan Atns Wlormasi-informasi NonKeaangan

Bab VB | Penutup

BUPATI SITUBONDO,

H DADANG WIGIARTO,
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